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()

yang meningkat setiap tahunnya. Kemudian, Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap penilaian
mandiri tersebut (setiap dua tahun sekali) dan
mengeluarkan dokumen Berita Acara Hasil Penilaian
secara nasional.

Formulasi :

Penghitungan Indeks SPBE didasarkan pada 4 (empat)

Domain, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh)

Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020 antara lain :

1. Domain Kebijakan SPBE : Kebijakan internal tata kelola
SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10
indikator penilaian,

2. Domain Tata Kelola SPBE : Tata Kelola SPBE dengan

bobot 25% yang terdiri dari 10 indikator penilaian,

3. Domain Manajemen SPBE : Manajemen SPBE dengan

bobot 16,50% yang terdiri dari 11 indikator penilaian,
dan

4. Domain Layanan SPBE : Layanan SPBE dengan bobot

45,50% yang terdiri dari 16 indikator penilaian.

(1) (2) (3)
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Terwujudnya
Provinsi Sulawesi
Tengah yang
informatif

Indeks
Keterbukaan
Informasi Publik

Penjelasan :

Penilaian IKIP berdasarkan data, fakta dan informasi
terkait implementasi UU KIP di 34 provinsi dalam dimensi
Politik, Hukum, dan Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret
3 kewajiban generik negara kewajiban untuk
menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan
memenubhi (to fulfil).

Formulasi :

Pelaksanaan pengumpulan nilai IKIP dilaksanakan
melalui kuesioner yang sampaikan tim Pokja Daerah di
setiap provinsi ke IA provinsi yang terdiri dari 9 orang
meliputi unsur pemerintah daerah, unsur dunia usaha,
unsur akademisi, dan unsur CSO atau LSM di setiap
provinsi. Kemudian hasil penilaian kuesioner oleh 9 1A
dibahas dalam kegiatan FGD melibatkan Tim IKIP Pusat
untuk mendapatkan skor akhir IKIP Provinsi berdasarkan
4 Penilaian indikator :

1. Indikator pengembangan website

2. Indikator pengumuman informasi publik

3. Indikator pelayanan informasi publik

4. Indikator penyediaan informasi pubik

Range IKIP adalah :

- 0-30 :Buruk Sekali
- 31-59: Buruk

- 60-79: Sedang

- 80 -89 : Baik

- 90 - 100 : Baik Sekali

Data
Bidang
Informasi
Komunikasi
Publik

Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Persandian dan

Statistik
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Meningkatnya
Pengelolaan dan
Layanan Statistik
Sektoral dalam
Rangka
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah

Tingkat
Kematangan
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
dan Data
Geospasial

Penjelasan :

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral.
Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan,
mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian
dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi
jika diperlukan.

Formulasi :

EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator.

- Domain 1 Prinsip SDI dengan bobot 28% yang terdiri
dari 4 aspek dan 4 indikator

- Domain 2 Kualitas Data dengan bobot 24% yang
terdiri dari 5 aspek dan 10 indikator

- Domain 3 Proses Bisnis Statistik dengan bobot 19%
yang terdiri dari 4 aspek dan 7 indikator

Data
Bidang
Statistik

Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Persandian dan

Statistik

- Domain 4 Kelembagaan dengan bobot 17% yang
terdiri dari 3 aspek dan 10 indikator

- Domain 5 Statistik Nasional dengan bobot 12% yang
terdiri dari 3 aspek dan 7 indikator.

Predikat Indeks Hasil EPSS :

- Nilai <1,8 memperoleh Predikat KURANG

- Nilai 1,8 - <2,6 memperoleh Predikat CUKUP

- Nilai 2,6 - <3,5 memperoleh Predikat BAIK

- Nilai 3,5 - <4,2 memperoleh Predikat SANGAT BAIK
Nilai 4,2 — 5,0 memperoleh Predikat MEMUASKAN




Meningkatnya
Kualitas
persandian dan
keamanan
informasi
Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Tengah

Indeks Keamanan
Informasi (Indeks
KAMI)

Penjelasan :

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis
kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada,
melainkan sebagai perangkat untuk memberikan
gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan
informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks
KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik
secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen,
dan Konsultasi.

Standar SNI ISO/IEC 27001 mendapatkan pembaruan
yaitu SNI ISO/IEC 27001:2022 yang dirilis pada tahun
2022. Sebagai Sistem Manajemen Keamanan Informasi
(SMKI), SNI ISO/IEC 27001 sangat dinamis mengikuti
perkembangan teknologi. Hal ini diperlukan supaya
standar keamanan informasi tetap relevan dengan kondisi
terkini

Formulasi :

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi
yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan
asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan
Kematangan) penerapan keamanan informasi
berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Proses evaluasi
dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di beberapa area
berikut:

* Kategori Sistem Elektronik yang digunakan

* Tata Kelola Keamanan Informasi

* Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi

* Kerangka Kerja Keamanan Informasi

* Pengelolaan Aset Informasi

* Teknologi dan Keamanan Informasi

* Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk
aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia
Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan
(Cloud Service) dan Perlindungan Data Pribadi.

Data
Bidang

Persandian

Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Persandian dan

Statistik
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Pengelompokan kedua dilakukan berdasarkan tingkat
kematangan penerapan pengamanan dengan kategorisasi
yang mengacu kepada tingkatan kematangan yang
digunakan oleh kerangka kerja COBIT atau CMMI.
Tingkat kematangan ini nantinya akan digunakan sebagai
alat untuk melaporkan pemetaan dan pemeringkatan
kesiapan keamanan informasi di Kementerian / Lembaga.
Untuk keperluan Indeks KAMI, tingkat kematangan
tersebut didefinisikan sebagai:

» Tingkat I — Kondisi Awal

* Tingkat II — Penerapan Kerangka Kerja Dasar
» Tingkat III — Terdefinisi dan Konsisten

» Tingkat IV — Terkelola dan Terukur

Tingkat V — Optimal
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